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Abstract

This study aims to analyze the obligation to use Indonesian in trademarks. The analysis of these problems 

uses normative juridical research supported by primary and secondary legal materials. Based on the 

analysis, the obligation to use Indonesian on trademarks cannot be fully applied for several reasons. 

)LUVW�� WKDW� WKH�SURYLVLRQ�KDV�QRW�EHHQ�DFFRPPRGDWHG� LQ� WKH������7UDGHPDUN�/DZ�ZKLFK�KDV�FODVVL¿HG�

WUDGHPDUNV�DQG�VHUYLFHV��6HFRQGO\��WKH�VSHFL¿FLW\�RI�WKH�UHJXODWLRQ��WKH�SURYLVLRQV�VWLSXODWHG�LQ�WKH������
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Third, related to the implementation and law enforcement that do not yet support these obligations.
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Intisari

3HQHOLWLDQ�LQL�EHUWXMXDQ�XQWXN�PHQJDQDOLVLV�NHZDMLEDQ�SHQJJXQDDQ�EDKDVD�,QGRQHVLD�SDGD�PHUHN�GDJDQJ��

Analisis atas problematika tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung bahan 

KXNXP�SULPHU�GDQ�VHNXQGHU��%HUGDVDUNDQ�DQDOLVLV��NHZDMLEDQ�SHQJJXQDDQ�EDKDVD�,QGRQHVLD�SDGD�PHUHN�

dagang belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan beberapa alasan. Pertama, bahwa ketentuan tersebut 

EHOXP�PHQJDNRPRGLU� GDODP�88�0HUHN� ����� \DQJ� VXGDK�PHQJNODVL¿NDVLNDQ�PHUHN� GDJDQJ� GDQ� MDVD��

Kedua, aspek kekhususan pengaturan, ketentuan yang diatur dalam UU Merek 2016 lebih khusus mengatur 

terkait perlindungan merek daripada UU Bendera dan Bahasa. Ketiga, berkaitan dengan implementasi dan 

SHQHJDNDQ�KXNXPQ\D�\DQJ�EHOXP�PHQGXNXQJ�NHZDMLEDQ�WHUVHEXW�

Kata Kunci��.HZDMLEDQ��%DKDVD�,QGRQHVLD��0HUHN�


  Alamat korespondensi: alimasnun@unesa.ac.id


  Alamat korespondensi: radhycanp@gmail.com



 � $ODPDW�NRUHVSRQGHQVL��GLOODQXU¿DQDD#JPDLO�FRP

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................................................... 393

B. Metode Penelitian .............................................................................................................................. 395

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan  ..................................................................................................... 395

��� 3HQJDWXUDQ�.HZDMLEDQ�3HQJJXQDDQ�%DKDVD�,QGRQHVLD�SDGD�0HUHN�'DJDQJ ............................... 395

D. Kesimpulan ........................................................................................................................................ 405



393Masnun, Pratama, dan Astanti, 0HQDNDU�.HZDMLEDQ�3HQJJXQDDQ�%DKDVD�,QGRQHVLD

A. Latar Belakang Masalah

Tanda yang melekat pada suatu produk baik 

EDUDQJ�DWDX�MDVD�GDODP�NHJLDWDQ�SHUGDJDQJDQ�\DQJ�

OD]LP�GLNHQDO�PHUHN�PHQMDGL�VDWX�KDO�\DQJ�SHQWLQJ�

bagi keberlangsungan sebuah produk. Hal ini 

didasarkan beberapa hal, pertama bahwa merek 

PHQMDGL�VDODK�VDWX�DVHW�WLGDN�EHUZXMXG��intangible 

asset) yang dapat dimiliki sebuah perusahaan. 

Senada dengan yang dikemukan oleh World 

Intellectual Property Organization (WIPO) atau 

Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (HKI) 

bahwa bagi sebagian besar perusahaan, merek 

adalah aset bisnis yang sangat berharga untuk 

dimiliki oleh perusahaaan. Hal ini karena konsumen 

menilai merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

dengan memperhatikan reputasi, citra, dan seluruh 

NXDOLWDV�GDUL�EDUDQJ�DWDX� MDVD�\DQJ�GLKDVLONDQ�GDQ�

telah dilebeli dengan merek tersebut dengan harapan 

dapat memenuhi keinginan konsumen dengan 

menggunakan merek tersebut.1 Konsekuensinya 

bahwa aset tersebut (merek) dapat dialihkan dan 

GDSDW� GLQLODL� DUWLQ\D� GDSDW� PHQMDGL� SHUWLPEDQJDQ�

dalam proses likuidasi sebuah perusahaan ketika 

pailit sehingga dalam hal tersebut perlu dilakukan 

optimalisasi agar memiliki nilai paling baik dan 

paling tinggi.2 Kedua, bahwa merek memiliki 

kekuatan (daya tarik) bagi konsumen karena dapat 

PHQXQMXNNDQ�NXDOLWDV�VXDWX�EDUDQJ�DWDX�MDVD�\DQJ�

dihasilkan sebuah perusahaan. Ketiga, bahwa 

VHEXDK�PHUHN�GDSDW�PHQMDGLNDQ�SHUOLQGXQJDQ�DWDV�

sebuah tanda untuk menghindari pendomplengan 

(passing off�� \DQJ� PXQJNLQ� VDMD� DGD� SURGXN� ODLQ�

\DQJ�PHQJJXQDNDQ�PHUHN�VHMHQLV�

Lebih dari itu, Endang Purwaningsih menam-

bahkan bahwa merek memiliki fungsi pembeda, 

IXQJVL� MDPLQDQ�� IXQJVL� SURPRVL� GDQ� IXQJVL�

rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi.3 

0HUHN� MXJD� PHPLOLNL� PDQIDDW� EDJL� SHUXVDKDDQ�

untuk mendukung kegiatannya bisnisnya yakni 

sebagai alat pemasaran dan dasar untuk membangun 

citra dan reputasi perusahaan, sebagai aset bisnis, 

dan sebagai sarana memelihara dan meningkatkan 

kualitas produk perusahaan.4 Memperhatikan 

urgensi dari sebuah merek, maka sebuah produk 

PHQMDGL�KDO�\DQJ�NUXVLDO�XQWXN�GLOLQGXQJL�PHODOXL�

pendaftaran merek sehingga akan melahirkan hak 

atas merek (perlindungan hak atas merek lahir 

setelah didaftarkan yang lazim dikenal dengan 

¿UVW� WR� ¿OH� V\VWHP). Hak atas merek itulah yang 

melahirkan hak eksklusif untuk menggunakan 

dan/atau melarang orang/pihak lain menggunakan 

WDQGD�VHMHQLV�VHEDJDLPDQD�WDQGD�\DQJ�PHOHNDW�SDGD�

produk tersebut sebagaimana telah diatur dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan.

Pengaturan berkaitan dengan perlindungan 

merek di Indonesia telah diatur sebagai konsekuensi 

DWDV�UDWL¿NDVLQ\D�EHEHUDSD�SHUMDQMLDQ�LQWHUQDVLRQDO��

Pasca Indonesia merdeka, setidaknya Indonesia telah 

memiliki 4 (empat) peraturan perundang-undangan 

antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-

8QGDQJ� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� �VHODQMXWQ\D�

disingkat UU Merek 2001), dan Undang-Undang 

1RPRU� ���7DKXQ� ����� �VHODQMXWQ\D� GLVLQJNDW�88�

Merek 2016). UU Merek 2016 sebagaimana diatur 

dalam ketentuan umumnya telah memberikan 

batasan bahwa tanda yang dapat dilindungi merek 

PHOLSXWL� \DQJ� GDSDW� GLWDPSLONDQ� VHFDUD� JUD¿V�

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.

Ketentuan sebagaimana dalam UU Merek 

2016 tersebut dapat dimaknai bahwa tanda yang 

dapat membedakan satu dengan yang lain sangat 

terbuka dan membuka kreativitas seluas-luasnya. 

1  World Intellectual Property Organization, 2008, 0HPEXDW�6HEXDK�0HUHN�3HQJDQWDU�0HUHN�XQWXN�8VDKD�.HFLO�GDQ�0HQHQJDK��7HUMHPDKDQ�

Bahasa Indonesia), Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, hlm. 4.
2  Abdus Salam,et al.,“Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, 

Jurnal Law Reform, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 4.
3  Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi��37��0DQGDU�0DMX��%DQGXQJ��KOP�����
4  World Intellectual Property Organization, 2008, Loc.cit.
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+DO� WHUVHEXW� VHMDODQ� GHQJDQ� NRQVHS� +.,� \DQJ�

mendorong manusia untuk kreatif. Sama halnya 

\DQJ�GLNHPXNDNDQ�ROHK�'MXPKDQD�GDQ�'MXEDHGLOODK�

yang mengatakan bahwa HKI merupakan hak yang 

berasal dari kegiatan kreatif melalui daya olah 

pikir seorang manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam berbagai bentuk yang mana 

MXJD�PHPLOLNL�PDQIDDW�VHUWD�GDSDW�GLJXQDNDQ�XQWXN�

PHQXQMDQJ� NHKLGXSDQ� PDQXVLD� VHUWD� PHPSXQ\DL�

nilai ekonomis.5 Merek yang pada awalnya dikenal 

bukan sebagai bagian dari HKI karena lebih pada 

sebagai alat/sarana untuk melindungi aktivitas 

bisnis dari persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut 

didasari apabila terdapat pemilik merek melakukan 

tindakan anti persaingan usaha tidak sehat dengan 

melakukan penyalahgunaan hak, misalnya 

pemilik merek menetapkan tie-in clause (klausula 

pembatasan).6 Sehingga lambat laut paradigma 

merek sebagai alat untuk melindungi dari tindakan 

anti persaingan usaha tidak sehat mulai bergeser 

NDUHQD� NHPDMXDQ� EHUEDJDL� PDFDP� WHNQRORJL�

�UHYROXVL� LQGXVWUL�� PHQMDGLNDQ� VHEXDK� PHUHN�

PHPEXWXKNDQ�NUHDWLYLWDV� DJDU� GDSDW�PHQMDGL� LFRQ�

yang mudah dikenali dan menarik bagi konsumen. 

Hal tersebut dapat dilihat perbandingan sebuah 

merek sebelum dan sesudah era komputerisasi 

VHEDJDLPDQD�GLVDMLNDQ�GDODP�VHEDJDL�EHULNXW�

  

Gambar 1.

Logo Merek Sebelum dan Sesudah Era 

Komputerisasi

Sumber: Google Image

Gambar 1 merupakan contoh sebuah logo 

merek terkenal dari sebuah produk pelumas 

kendaraan dan bahan bakar kendaraan yang 

mengalami perkembangan visual dari segi desain 

dan kreativitas sebagai akibat dari revolusi industri 

VHEDJDLPDQD� GLWDQGDL� NHPDMXDQ� GDQ� SHQJJXQDDQ�

DSOLNDVL�XQWXN�PHPEXDW�ORJR�WHUVHEXW�PHQMDGL�OHELK�

kreatif dan inovatif serta mempunyai keunikan 

tersendiri. Kreativitas dalam sebuah tanda yang 

GLKDVLONDQ� PHQMDGL� KDO� \DQJ� VDQJDW� SHQWLQJ��

sehingga sebuah merek mudah dikenali (familiar), 

dan memiliki daya pembeda dengan produk lain. 

Ketentuan dalam Pasal 20 UU Merek 2016 hanya 

memberikan batasan atas sebuah tanda yang tidak 

diperkenankan antara lain karena bertentangan 

dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum, merupakan nama umum dan/atau 

lambang milik umum. Maknanya, bahwa kreativitas 

dalam membuat tanda dalam sebuah merek sangat 

terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftarkan 

mereknya. 

Ketentuan lain berkaitan batasan merek 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

1HJDUD�� VHUWD� /DJX� .HEDQJVDDQ� �VHODQMXWQ\D�

disingkat UU Bendera dan Bahasa), Pasal 36 ayat 

����\DQJ�GLVHEXWNDQ�EDKZD�³%DKDVD�,QGRQHVLD�ZDMLE�

digunakan untuk nama bangunan atau gedung, 

MDODQ�� DSDUWHPHQ� DWDX� SHUPXNLPDQ�� SHUNDQWRUDQ��

kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga 

usaha, lembaga pendidikan organisasi yang 

didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia 

atau badan hukum Indonesia.” Sementara pada 

ayat (4) memberikan ruang untuk bahasa daerah 

DWDX� EDKDVD� DVLQJ� MLND� PHPSXQ\DL� QLODL� VHMDUDK��

budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Pasca 

satu dasawarsa diundangkannya UU Bendera dan 

Bahasa, tepatnya pada akhir September 2019, 

Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan 

5 � 0XKDPPDG�'MXPKDQD��et al., Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17-18.
6  Rahmi Jened, 2017, +XNXP�0HUHN�7UDGHPDUN�/DZ�'DODP�(UD�*OREDO�	�,QWHJUDVL�(NRQRPL, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 13.
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pelaksananya melalui Peraturan Presiden Nomor 63 

Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 

�VHODQMXWQ\D�GLVLQJNDW�3HUSUHV�3HQJJXQDDQ�%DKDVD�

Indonesia). Salah satu yang diatur dalam perpres 

tersebut adalah penggunaan bahasa Indonesia 

dalam merek dagang yang dimiliki oleh warga 

negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang 

ZDMLE�PHPXDW� NDWD� DWDX�JDEXQJDQ�NDWD� EHUEDKDVD�

Indonesia.7

.HZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

sebagaimana diatur dalam UU Bendera dan Bahasa 

serta Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menurut 

pandangan penulis sangat menarik mengingat 

bahasa sebagai salah identitas sebuah bangsa dan 

memperkuat nasionalismenya, namun di sisi lain 

EDJDLPDQD�MLND�KDO�WHUVHEXW�GLOLKDW�GDUL�DVSHN�\XULGLV�

sebagaimana merek telah secara khusus diatur dalam 

UU Merek 2016. Terlebih dalam ketentuannya 

telah memberikan ruang yang luas dan membuka 

kreativitas atas sebuah tanda yang dihasilkan 

dalam merek. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaturan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD� SDGD�

merek dagang dan implikasinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum 

yang mendasarkan analisisnya pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan relevan 

GHQJDQ� SHUPDVDODKDQ� KXNXP� \DQJ�PHQMDGL� IRNXV�

penelitian.8 Jenis bahan hukum penelitian diperoleh 

denganmelakukan studi kepustakaan (data sekunder) 

berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum primer berupa peraturan terkait merek dan 

bahasa, bahan hukum sekunder digunakan untuk 

PHQXQMDQJ�EDKDQ�KXNXP�SULPHU�EDLN�GDUL�EXNX�GDQ�

MXUQDO�\DQJ�UHOHYDQ�GHQJDQ�SHUPDVDODKDQ�

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

��� 3HQJDWXUDQ� .HZDMLEDQ� 3HQJJXQDDQ�

Bahasa Indonesia pada Merek Dagang

Indonesia sebagai salah satu negara yang 

memiliki ragam bahasa relatif banyak, hal ini 

sebagai implikasi dari pada Indonesia sebagai 

negara kepulauan. Hal tersebut dibuktikan dari 7 

�WXMXK��SXODX�EHVDU�\DQJ�DGD�GL�,QGRQHVLD�WHUGDSDW�

VHEDQ\DN�����EDKDVD�GDHUDK�\DQJ�ULQFLDQ�MXPODKQ\D�

GLVDMLNDQ�GDODP�WDEHO�VHEDJDL�EHULNXW9 :

Tabel 1.

Ragam Bahasa di Indonesia

No Pulau Jumlah Bahasa

1 Sumatera 49

2 Jawa 17

3 Kalimantan 74

4 Nusa Tenggara 73

5 Sulawesi 114

6 Maluku 128

7 Papua 256

JUMLAH 771

Sumber: James T. Collins, 2014.

Ragam bahasa yang relatif banyak tersebut, 

Indonesia memiliki satu bahasa resmi nasional 

yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 

yang digunakan dalam komunikasi kegiatan-

kegiatan resmi.10 Bahasa Indonesia sebagai salah 

satu identitas dan menumbuhkan rasa nasionalime 

VHMDN� GLLNUDUNDQ� 6XPSDK� 3HPXGD� ��� 'HVHPEHU�

1928, perlu diatur agar penggunaannya dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. Pasal 36C 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

7DKXQ�������VHODQMXWQ\D�GLVHEXW�88'�15,�������

WHODK� PHQJDPDQDKNDQ� XQWXN� GLDWXU� OHELK� ODQMXW�

melalui undang-undang. Pengaturan berkaitan 

dengan bahasa pada awalnya secara parsial tersebar 

7  Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
8  Kornelius Benuf, et al., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema 

Keadilan, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020, hlm. 24.
9  James T. Collins, “Keragaman Bahasa dan Kesepakatan Masyarakat: Pluralitas dan Komunikasi”, Jurnal Dialektika, Vol. 1 No. 2, Desember 

2014, hlm. 157.
10  Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945.   
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pada berbagai peraturan perundang-undangan11, 

kemudian pemerintah merasa perlu dan penting 

XQWXN�PHODNXNDQ�XQL¿NDVL�SHQJDWXUDQ�KDO�WHUVHEXW�

sehingga pada tahun 2009 lahirlah UU Bendera dan 

Bahasa sebagai payung hukum penggunaan bahasa 

Indonesia.

Salah satu peraturan pelaksana tersebut 

adalah ditandatanganinya Perpres Penggunaan 

Bahasa Indonesia. Lahirnya Perpres Penggunaan 

Bahasa Indonesia pada dasarnya menurut pandangan 

penulis telah cacat dari sisi kapan dikeluarkan 

karena ketentuan peralihan telah mengamanahkan 

VHJHUD�GLDWXU�SDOLQJ� ODPD��� �GXD�� WDKXQ� VHMDN�88�

Bendera dan Bahasa diundangkan. Terlepas dari 

KDO�WHUVHEXW��EDKZD�NHZDMLEDQ�SHQJJXQDDQ�EDKDVD�

Indonesia pada merek dagang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 36 UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 

37 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menarik 

XQWXN� GLFHUPDWL�� NKXVXVQ\D� NHWHQWXDQ� NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang. 

Analisis hal tersebut akan didasarkan pada beberapa 

aspek antara lain sebagaimana diuraikan pada 

paragraf di bawah ini.

a. UU Merek 2016

Penggunaan Bahasa Indonesia pada 

merek dagang tentu tidak bisa dilepaskan 

dengan peraturan yang lebih khusus secara 

VSHVL¿N� PHQJDWXU� WHUNDLW� PHUHN�� \DNQL� 88�

0HUHN� ����� �MLND� PHQJDFX� SDGD� WDKXQ�

2009 sesuai UU Bendera dan Bahasa 

diundangkan, maka UU Merek yang 

berlaku saat itu adalah UU Nomor 15 Tahun 

2001). Merek dikenal di Indonesia menurut 

pandangan penulis dilatarbelakangi karena 

DGD� WHNDQDQ� QHJDUD�QHJDUD� PDMX� NHSDGD�

negara berkembang, termasuk dalam hal 

ini Indonesia yang memiliki kepentingan 

atas komoditi yang mereka hasilkan yang 

VHODQMXWQ\D�PHUHN�VHEDJDL�VDODK�VDWX�EDJLDQ�

dari HKI digunakan sebagai salah satu syarat 

perdagangan internasional. Keikutsertaan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang 

WHODK� PHUDWL¿NDVL� NRQYHQVL� SHPEHQWXNDQ�

Organisasi Perdagangan Dunia yang lazim 

dikenal WTO, melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

3HUVHWXMXDQ� 3HPEHQWXNDQ� 2UJDQLVDVL�

Perdagangan Dunia ($JUHHPHQW�(VWDEOLVKLQJ�

the World Trade Organization), telah menuntut 

Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan 

LVL� GDUL� SHUMDQMLDQ� LQWHUQDVLRQDO� WHUVHEXW��

Indonesia telah beberapa kali mengganti 

peraturan perundang-undangan terkait Merek 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

Artikel ini akan menggunaakan dua Undang-

8QGDQJ� �VHODQMXWQ\D�GLVHEXW�88���pertama 

adalah UU Merek 2001 dengan alasan bahwa 

pada saat diundangkannya UU Bendera 

dan Bahasa, UU tersebutlah yang berlaku. 

Kedua, UU Merek 2016 sebagai pengganti 

UU Merek 2001 dengan pertimbangan untuk 

PHQDNDU� DSDNDK� PDVLK� UHOHYDQ� DWDX� MXVWUX�

selaras dengan ketentuan UU Merek 2001 

dalam hal batasan penggunaan bahasa.

Analisis dapat diuraikan dalam 

beberapa hal. Pertama, NODVL¿NDVL� PHUHN��

1HJDUD�,QGRQHVLD�SHUQDK�PHQJNODVL¿NDVLNDQ�

hanya merek dagang (merek yang hanya 

digunakan untuk barang) melalui UU 

Nomor 21 Tahun 1961, setelah UU tersebut 

GLFDEXW� NODVL¿NDVL� PHUHN� PHQMDGL� PHUHN�

GDJDQJ� GDQ� PHUHN� MDVD� VHEDJDLPDQD� GLDWXU�

UU Merek 2001 dan UU Merek 2016 (lihat 

ketentuan umum angka 2 dan 3). Merek 

dagang merupakan tanda yang digunakan 

pada barang untuk membedakan dengan 

EDUDQJ� VHMHQLV� ODLQ�� VHGDQJNDQ� PHUHN� MDVD�

DGDODK� WDQGD� \DQJ� GLJXQDNDQ� SDGD� MDVD�

XQWXN�PHPEHGDNDQ�GHQJDQ�MDVD�VHMHQLV�ODLQ��

.HWHQWXDQ� NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD�

Indonesia dalam UU Bendera dan Bahasa 

dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia 

11� 3HQMHODVDQ�8PXP�8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU����7DKXQ������WHQWDQJ�%HQGHUD��%DKDVD��GDQ�/DPEDQJ�1HJDUD��VHUWD�/DJX�.HEDQJVDDQ�
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OHELK�VSHVL¿N�KDQ\D�SDGD�PHUHN�GDJDQJ�VDMD��

yang kemudian memunculkan pertanyaan apa 

EHQDU� KDQ\D� PHUHN� GDJDQJ� VDMD"� 0HQJDSD�

PHUHN�MDVD�WLGDN"�$WDX�NRQVHS�PHUHN�GDJDQJ�

sebagaimana dimaksud adalah mencakup 

PHUHN�XQWXN�EDUDQJ�PDXSXQ�MDVD�GDODP�88�

0HUHN"�3HUWDQ\DDQ�PHQGDVDU� WHUVHEXW�SHUOX�

VHEXDK�MDZDEDQ�DJDU�NHZDMLEDQ�SHQJJXQDDQ�

EDKDVD� ,QGRQHVLD� MHODV��.HWHQWXDQ�EHUNDLWDQ�

GHQJDQ� NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD�

,QGRQHVLD�WLGDN�GLXUDLNDQ�OHELK�ODQMXW�GDODP�

SDVDO� ODLQ�PDXSXQ� GDODP�SHQMHODVDQ�� KDQ\D�

VDMD� MLND� EHUVDQGDU� SDGD� 88� 0HUHN� �����

maka dapat dimaknai hanya diberlakukan 

SDGD� PHUHN� EDUDQJ� VHGDQJNDQ� PHUHN� MDVD�

tidak. Jika semangat dari UU Bendera 

dan Bahasa benar adanya maka menurut 

pandangan penulis tentu akan merek dagang 

akan merasa dirugikan dengan argumentasi 

bahwa kreativitas mereka dibatasi sedangkan 

SDGD�PHUHN�MDVD�WLGDN�GLEHUODNXNDQ�NHWHQWXDQ�

yang sama.

$SD� WLGDN� DGD� PHUHN� MDVD� \DQJ�

menggunakan bahasa asing (selain bahasa 

,QGRQHVLD�"�+DO�WHUVHEXW�WHQWX�GDSDW�NLWD�OLKDW�

PHUHN� MDVD� \DQJ� PHPSHUROHK� SHUOLQGXQJDQ�

KDN� DWDV� PHUHN�� PLVDOQ\D� PHUHN� MDVD� GL�

bidang transportasi yang dimiliki oleh 

perusahaan Indonesia adalah taksi “Blue 

Bird” dan maskapai penerbangan “Lion Air” 

DGDODK�FRQWRK�PHUHN�MDVD�\DQJ�PHQJJXQDNDQ�

bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa 

,QJJULV�� 7LGDN� KDQ\D� LWX� VDMD�� PHUHN� MDVD�

dengan bahasa inggris yang disebutkan 

oleh penulis di atas telah dilindungi oleh 

UU Merek dan telah terdaftar di Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian 

+XNXP�GDQ�+DN�$VDVL�0DQXVLD��VHODQMXWQ\D�

disebut DJKI) sebagaimana perinciannya 

sebagai berikut12:

a) Blue Bird, No. Pendaftaran 

IDM000098333, Pemilik: PT. 

3XVDND� &LWUD� 'MRNRVRHWRQR��

yang berkedudukan di Jl. 

Mampang Prapatan Raya No. 

60 Kel. Tegal Parang Kec. 

Mampang Praparan, Jakarta 

Selatan.

b) Lion Air, No. Pendaftaran 

IDM000367245, Pemilik: PT. 

Lion Grup, yang berkedudukkan 

GL�-O��$0��6DQJDML�1R�����3HWRMR�

Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

.HGXD� PHUHN� MDVD� GL� DWDV� WHODK�

mendapatkan perlindungan hukum karena 

telah didaftarkan oleh pemiliknya. Pendaftaran 

tersebut dilakukan dengan memenuhi kriteria 

dan persyaratan undang-undang sebagai 

ZXMXG�SHPEHQDUDQ�GDQ�SHQJDNXDQ�DWDV�+.,�

yang dimiliki seseorang dengan dibuktikan 

DGDQ\D� VHUWL¿NDW� SHQGDIWDUDQ�� 'DODP� 88�

0HUHN� VHMDWLQ\D� PHQJDQXW� SHUOLQGXQJDQ�

dengan sistem konstitutif (¿UVW�WR�¿OH) artinya 

HKI yang dimiliki seseorang (merek) hanya 

dapat diakui dan dilindungi secara sah 

oleh undang-undang (UU Merek) apabila 

didaftarkan.13

Konsekuensi yuridis dari pendaftaran 

suatu merek tersebut adalah menimbulkan 

suatu hak eksklusif bagi pemilik merek yang 

dalam UU Merek lazim disebut dengan hak 

atas merek. Konsep hukum mengenai hak 

atas merek dapat dilihat pada Pasal 1 angka 

5 UU Merek 2016. Kaitannya dengan sistem 

konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “prior in 

¿OOLQJ” bahwa yang berhak atas suatu merek 

adalah pihak yang mendaftarkan mereknya 

terlebih dahulu.14 Maka pendaftaran merek 

12  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek, diakses 

7 Mei 2020.
13  Abdulkadir Muhammad, 2007, .DMLDQ�+XNXP�(NRQRPL�+DN�.HND\DDQ�,QWHOHNWXDO, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.
14�� 5��0XUML\DQWR��³.RQVHS�.HSHPLOLNDQ�+DN�$WDV�0HUHN�GL�,QGRQHVLD��6WXGL�3HUJHVHUDQ�6LVWHP�³'HNODUDWLI´�NH�GDODP�6LVWHP�³.RQVWLWXWLI´´��

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, hlm. 56.
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WHUVHEXW�VXGDK�MHODV�EHULPSOLNDVL�PHQFLSWDNDQ�

dan melahirkan suatu hak atas merek yang 

mutlak oleh pemilik merek yang telah 

mendaftarkan mereknya ke lembaga negara 

yang mempunyai otoritas dan kewenangan 

administratif mengenai pendafataran merek 

oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

�VHODQMXWQ\D�GLVHEXW�'-.,��

Berdasarkan hal tersebut bahwa baik 

PHUHN� EDUDQJ� PDXSXQ� PHUHN� MDVD� VDPD�

sama memiliki peluang menggunakan bukan 

bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing, 

dan mendapatkan perlindungan melalui 

UU Merek apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana diatur UU a quo, sehingga 

menurut pandangan penulis ketentuan 

sebagaimana diatur dalam UU Bendera dan 

Bahasa serta Perpres Penggunaan Bahasa 

,QGRQHVLD� SHUOX� GLWLQMDX� NHPEDOL� GDODP�

KDO� MHQLV� PHUHN� \DQJ� DNDQ� GLEHUODNXNDQ�

penggunaan bahasa Indonesia. Mengapa 

SHUOX�GLWLQMDX�NHPEDOL��NDUHQD�PDWHUL�PXDWDQ�

dalam peraturan perundang-undangan 

harus memuat asas keadilan yang dapat 

dimaknai dalam konteks ini harus adil secara 

proporsional tidak hanya pada merek barang, 

PHODLQNDQ� MXJD� PHUHN� MDVD� �OLKDW� 3DVDO� ��

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

3HUXQGDQJ�XQGDQJDQ��VHODQMXWDQ\D�GLVLQJNDW�

UU PUU).

3HQXOLV�MXJD�EHUSDQGDQJDQ�ODLQ�VHEDJDL�

DNLEDW� NHWLGDNMHODVDQ� GDUL� NHWHQWXDQ� 88�

Bahasa dan Bendera mengenai pengaturan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

yang hanya diperuntukkan pada merek 

dagang, hal tersebut memicu pertanyaan 

yang sama sebelumnya, apakah pengaturan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

MXJD� GDSDW� GLEHUODNXNDQ� SDGD� PHUHN� MDVD"�

Hal tersebut tentu perlu ditafsirkan lebih 

ODQMXW� PHQJJXQDNDQ� PHWRGH� SHQHPXDQ�

hukum (metode interpretasi atau metode 

penafsiran). Untuk itu penulis menggunakan 

interpretasi sistematis dan interpretasi 

ekstensif guna mencari makna pengaturan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

dapat pula diterapkan atau diberlakukan 

XQWXN�PHUHN� MDVD��0HQJDFX� SDGD� NHWHQWXDQ�

Pasal 36 ayat (3) UU Bendera dan Bahasa, 

kemudian dihubungkan menggunakan 

interpretasi sistematis dengan ketentuan 

Pasal 1 angka 3 Merek 2016, bahwa “Merek 

jasa adalah merek yang digunakan pada jasa 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan 

jasa jenis lainnya.” 

Berdasarkan hasil interpretasi 

sistematis dengan memperhatikan frasa dan 

kalimat yang dicetak miring dan tebal oleh 

penulis, maka hal tersebut dapat dimaknai 

EDKZD� MDVD� PHUXSDNDQ� HQWLWDV� VHEXDK�

SURGXN�\DQJ�EHUXSD�OD\DQDQ�GDQ�XQMXN�NHUMD�

EHUEHQQWXN� SHNHUMDDQ� DWDX� KDVLO� NHUMD� \DQJ�

dicapai yang mana dihasilkan oleh orang 

perorangan atau badan usaha baik berbadan 

hukum maupun bukan berbadan hukum 

yang diperdagangkan dan diberi tanda untuk 

PHPEHGDNDQ� GHQJDQ� MDVD� MHQLV� ODLQQ\D�

(merek).

Kendatipun dalam formulasi ketentuan 

Pasal 36 ayat (3) UU Bendera dan Bahasa 

\DQJ� KDQ\D�PHQ\HEXWNDQ� EDKZD� NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia pada merek 

dagang akan tetapi menurut pandangan 

penulis dengan menggunakan interpretasi 

HNVWHQVLI�� PDND� SHQJDWXUDQ� NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia dapat pula 

GLWHUDSNDQ� SDGD� PHUHN� MDVD� \DNQL� GHQJDQ�

PHPSHUOXDV� PDNQD� PHUHN� GDJDQJ� MXJD�

WHUPDVXN� PHUHN� MDVD�� 'LNDUHQDNDQ� SDGD�

dasarnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

�VHODQMXWQ\D� GLVHEXW� 88� 3HUGDJDQJDQ��

menegaskan bahwa produk yang dihasilkan 

dan diperdagangkan oleh pelaku usaha ada 

�� �GXD�� MHQLV� \DNQL� EDUDQJ� GDQ�DWDX� MDVD��
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sebagaimana ketentuan tersebut menegaskan 

bahwa, “produk dalam negeri adalah barang 

\DQJ� GLEXDW� GDQ�DWDX� MDVD� \DQJ� GLODNXNDQ�

oleh pelaku usaha di Indonesia.”

Kedua, adalah mengenai batasan 

PHUHN�� .HZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD�

Indonesia sebagaimana telah ditentukan 

tentu terkait dengan batasan yang dapat 

GLWHOXVXUL� GDUL� GH¿QLVL� PHUHN� LWX� VHQGLUL�

dalam peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU Merek 

2001 dalam UU Merek 2016 tidak memiliki 

SHUEHGDDQ� \DQJ� VLJQL¿NDQ�� GDODP� 88�

Merek 2016 hanya menambahkan beberapa 

hal diantaranya dapat berbentuk dua atau 

tiga dimensi, tanda suara, atau hologram 

yang menurut pandangan penulis tidak 

berhubungan langsung dengan yang akan 

dianalisis.

0HQJDFX�SDGD�IRUPXODVL�GH¿QLVL�PHUHN�

di atas, maka menurut pandangan penulis 

unsur-unsur merek untuk dapat dilindungi 

meliputi tiga hal, yakni tanda, daya pembeda, 

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

EDUDQJ� GDQ�DWDX� MDVD�� 3DQGDQJDQ� \DQJ�

diungkapan oleh penulis ini pun sama 

dengan yang dikemukakan oleh Rahmi Jened 

yang menggunakan istilah “elemen merek” 

yang mampu memberikan perlindungan 

hukum sebagai merek yakni sebagai tanda, 

mempunyai daya pembeda, dan penggunaan 

XQWXN� SHUGDJDQJDQ� EDUDQJ� DWDX� MDVD�15 

Dalam hal kaitanya dengan penggunaan 

bahasa Indonesia, maka termasuk pada unsur 

pertama yakni tanda, tanda tersebut dapat 

berupa banyak hal yang mana yang langsung 

berkaitan dengan konteks permasalah ini 

adalah tanda yang mengggunakan kata atau 

huruf. Kata atau huruf inilah yang akan 

PHQMDGL� WDQGD�DSDNDK�PHQJJXQDNDQ�EDKDVD�

Indonesia atau tidak. Batasan sebagaimana 

diatur dalam UU Merek 2016 terkait tanda 

tidak berkaitan langsung penggunaan bahasa 

Indonesia, melainkan hanya larangan karena 

bertentangan dengan ideologi negara, 

peraturan perundang-undangan, moralitas, 

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, 

merupakan nama umum dan/atau lambang 

milik umum.16

Batasan atas penggunaan bahasa 

Indonesia pada kata atau huruf sampai 

dengan artikel ini ditulis belum/tidak 

ditemukan dari berbagai bahan hukum 

yang telah penulis telusuri baik dalam UU 

Merek 2001, UU Merek 2016, peraturan 

turunannya ataupun pandangan para ahli. 

Artinya bahwa penggunaan kata atau huruf 

dalam tanda merek sangat terbuka apakah itu 

PHQJJXQDNDQ�NDWD�DWDX�KXUXI�\DQJ�PHQMDGL�

EDKDVD�,QGRQHVLD�DWDX�EDKDVD�DVLQJ�VHSDQMDQJ�

tanda tersebut memiliki daya pembeda 

(distinctiveness) dengan produk lain, dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan 

EDUDQJ� GDQ�DWDX� MDVD�� 'D\D� SHPEHGD� LWX�

sendiri merupakan parameter yang paling 

penting dalam hukum merek sebagai syarat 

mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu 

tanda agar dapat dilindungi dengan hak atas 

merek.17

Ketiga, adalah terkait kekhususan 

pengaturan. Indonesia, sebagai negara 

hukum, bahwa peraturan perundang-

undangan memiliki tingkatan berdasarkan 

stufenbautheory bahwa norma-norma itu 

EHUMHQMDQJ�MHQMDQJ� GDQ� EHUODSLV�ODSLV� GDODP�

suatu hierarki tata susunan, di mana norma 

yang lebih rendah berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma tertinggi yang tidak 

15  Rahmi, Jened, 2017, Op. cit, hlm. 60.
16  Pasal 16 UU Merek Tahun 2016
17  Natalia Arinasari Nadeak, et al., “Tumpang-Tindih Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain 

Industri”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 1, Januari 2019, hlm. 26.
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GDSDW� GLWHOXVXUL� OHELK� ODQMXW�� GDQ� EHUVLIDW�

KLSRWHVLV�� VHUWD� ¿NWLI�� \DLWX� QRUPD� GDVDU�

(groundnorm/basic norm/fundamental 

norm).18

Secara konsep bahwa peraturan 

paling tinggi mengilhami peraturan di 

bawahnya dan tidak boleh bertentangan, 

SHUDWXUDQ� \DQJ� VHWLQJNDWSXQ� MXJD� KDUXV�

harmonis. Faktanya, dalam realita bahwa 

peraturan perundang-undangan yang 

mengatur dalam hal yang sama tidak saling 

harmonis/sinkron melainkan bertentangan 

satu sama lain (saling menegasikan). Oleh 

karena itu, untuk menentukan peraturan 

yang mana yang akan diterapkan di dalam 

khasanah ilmu hukum dikenal dengan asas 

preferensi. Asas preferensi terdiri atas 3 

(tiga) hal yakni: pertama, Lex Superiori 

Derogat Legi Inferiori artinya peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah rendah.19 

Kedua, Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

menyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang khusus mengesampingkan 

peraturan perundang-undangan yang umum.20 

Ketiga, Lex Posteriori Derogat Legi Priori, 

bahwa peraturan perundang-undangan yang 

lebih baru mengesampingkan yang lama.

3HQJDWXUDQ� NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ�

Bahasa Indonesia pada merek dagang 

sebagaimana diatur dalam UU Bendera 

dan Bahasa menurut pandangan penulis 

bertentangan dengan UU Merek 2016. 

Hal tersebut didasarkan pada aturan yang 

mempersempit makna tanda sebagaimana 

diatur dalam UU Merek 2016 yang 

memberikan ruang secara terbuka tidak hanya 

bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peraturan yang mana yang seharusnya 

diterapkan, maka perlu menggunakan asas 

preferensi. Mengacu pada Pasal 7 UU PUU 

maka kedua UU tersebut memiliki kedudukan 

\DQJ�VHMDMDU�VHWLQJNDW��ROHK�NDUHQD�LWX�XQWXN�

menyelesaikan pertentangan tersebut dapat 

menggunakan asas preferensi yang kedua, 

yakni lex specialis derogate legi generalis. 

Memperhatikan konsideran pada UU 

Bendera dan Bahasa bahwa lahirnya UU ini 

dilatar belakangi karena bendera, bahasa, 

dan lambang negara, serta lagu kebangsaan 

Indonesia merupakan sarana pemersatu, 

LGHQWLWDV��GDQ�ZXMXG�HNVLVWHQVL�EDQJVD�\DQJ�

PHQMDGL� VLPERO� NHGDXODWDQ� GDQ� NHKRUPDWDQ�

negara dan manifestasi kebudayaan yang 

EHUDNDU�GDQ�PHPLOLNL�QLODL�VHMDUDK�SHUMXDQJDQ�

bangsa. Sedangkan UU Merek 2016, 

dilatarbelakangi karena era perdagangan 

JOREDO�� UDWL¿NDVL� NRQYHQVL� LQWHUQDVLRQDO��

dan memberi kepastian hukum bagi dunia 

industri.

Berdasarkan hal tersebut maka 

menurut pandangan penulis bahwa UU 

0HUHN� ����� OHELK� VSHVL¿N� GDUL� SDGD� 88�

Bendera dan Bahasa, termasuk dalam batasan 

dalam merek. Sehingga dapat disimpulkan 

mengacu pada asas lex specialis derogate 

legi generalis maka UU Merek 2016 dapat 

PHQJHVDPSLQJNDQ� NHWHQWXDQ� NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia pada merek 

sebagaimana diatur dalam UU Bendera dan 

Bahasa.

b. TRIPS Agreement dan Paris 

Convention

5DWL¿NDVL� QHJDUD� ,QGRQHVLD� NRQYHQVL�

:72�� WHUPDVXN�SXOD�PHQFDNXS�SHUVHWXMXDQ�

tentang Aspek Dagang dari HKI (Trade 

Related Aspect of Intellectual Property 

Rights/TRIPs Agreement��� 3HUMDQMLDQ�

LQWHUQDVLRQDO� ODLQ� \DQJ� WHODK� GLUDWL¿NDVL�

18  Aziz Syamsuddin, 2013, 3URVHV�GDQ�7HNQLN�3HQ\XVXQDQ�8QGDQJ�8QGDQJ��37��6LQDU�*UD¿ND��-DNDUWD��KOP�����
19  Ahmad Rifa’I, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif��37��6LQDU�*UD¿ND��-DNDUWD��KOP�����
20  Ibid.
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adalah Paris Convention for the Protection 

of Industrial Property��VHODQMXWQ\D�GLVLQJNDW�

Konvensi Paris) yang disahkan melalui 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 

dan Trademark Law Treaty� �VHODQMXWQ\D�

disingkat Traktat Hukum Merek) yang telah 

disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 

���7DKXQ�������5DWL¿NDVLQ\D� DWDV�EHEHUDSD�

SHUMDQMLDQ�LQWHUQDVLRQDO�WHUVHEXW�PHPEHULNDQ�

LPSOLNDVL� NHZDMLEDQ� EDJL� ,QGRQHVLD� XQWXN�

menyesuaikan Undang-Undang Merek 

yangberlaku dengan ketentuan dalam 

EHEHUDSD�SHUMDQMLDQ�LQWHUQDVLRQDO�\DQJ�WHODK�

GLUDWL¿NDVL�WHUVHEXW�21

Article 1.1 TRIPs Agreements (atau 

3HUMDQMLDQ�75,3V��VHEDJDL�DFXDQ�SHQJDWXUDQ�

pengaturan umum bagi negara-negara anggota 

menyebutkan bahwa: “Members shall give 

effect to the provisions of this Agreement. 

Members may, but shall not be obliged 

to, implement in their law more extensive 

protection than is required by this Agreement, 

provided that such protection does not 

contravene the provisions of this Agreement. 

Members shall be free to determine the 

appropriate method of implementing the 

provisions of this Agreement withintheir own 

legal system and practice”. 

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik 

beberapa poin antara lain bahwa negara 

DQJJRWD� PHODNVDQDQ� 3HUMDQMLDQ� 75,3V��

tidak harus memberikan proteksi HKI yang 

lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam 

3HUMDQMLDQ� 75,3V�� EROHK� KDQ\D� PHPDWXKL�

“TRIPs’ Minimum Standard”; boleh “TRIPs’-

Plus”; boleh menentukan sendiri metode 

yang cocok dalam pelaksanaan TRIPs dalam 

legislasinya. 

.HWHQWXDQ�OHELK�VSHVL¿N�WHUNDLW�PHUHN�

diatur pada article 15 yang menyebutkan “Any 

sign, or any combination of signs, capable of 

distinguishing the goods or services of one 

undertaking from those of other undertakings, 

shall be capable of constituting a trademark.” 

Signs, sebagaimana dimaksud tersebut 

termasuk personal names, letters, numerals, 

¿JXUDWLYH� HOHPHQWV� DQG� FRPELQDWLRQV��

Memperhatikan tanda sebagaimana dimaksud 

dan dibandingkan dengan ketentuan dalam 

UU Merek 2016, maka sebenarnya Indonesia 

termasuk TRIPs Plus, artinya Indonesia telah 

memberikan pengaturan yang lebih ketat atau 

dengan kata lain lebih tinggi dari pada yang 

GLDWXU�GDODP�3HUMDQMLDQ�75,3V�GDQ�PHQXUXW�

Article 1.1 TRIPs diperbolehkan.

Konvensi Paris sebagai salah satu 

WRQJJDN�SHUMDQMLDQ�LQWHUQDVLRQDO�\DQJ�SDOLQJ�

awal dalam bidang industri pada tahun 

1883 dan telah beberapa kali diamandemen, 

yang kemudian diadopsi dalam ketentuan 

TRIPsAgreements. Memperhatikan isi 

ketentuan dalam Konvensi Paris menurut 

pandangan penulis sangat umum tidak 

OHELK� VSHVL¿N�GDULSDGD�TRIPs Agreements.22 

Dengan demikian karena konvensi Paris 

tidak memberikan batasan terkait tanda 

yang digunakan, maka dapat dimaknai 

selaras dengan TRIPs Agreeements yang 

diperbolehkan dalam konteks ini adalah 

penggunaan bahasa Indonesia.

Ketentuan dalam kedua konvensi 

tersebut, menurut pandangan penulis 

memberikan ruang bagi pemohon merek 

dari negara lain yang ingin melindungi 

merek yang dimilikinya ke negara lain, 

dalam hal ini misal ada orang Mesir ingin 

melindungi mereknya di Indonesia maka 

mengacu pada kedua konvensi tersebut 

tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. 

3DGD� GDVDUQ\D� NHWHQWXDQ� WHUVHEXW� MXJD�

selaras dengan Perpres Penggunaan Bahasa 

Indonesia yang memberikan pengecualian 

21  Article 1.1 TRIPs Agreement.
22  Article 6 Konvensi Paris.
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MLND�PHUHN�WHUVHEXW�PHUXSDNDQ�OLVHQVL�DVLQJ�

c. HKI dan Kreativitas

HKI merupakan sebuah hak eksklusif 

yang diberikan kepada seorang inventor, 

pencipta, atau pendesain atas karya yang 

dihasilkan dengan mendayagunakan 

intelektualitasnya. Atas dasar itulah dalam 

konsep HKI dikenal dengan hak ekonomi 

(economic right) dan hak moral (moral right) 

yang melekat pada karya yang dihasilkan. 

Hak ekonomi inilah nanti yang kemudian 

merangsang insan inventor, pencipta atau 

pendesain untuk memperoleh manfaat 

ekonominya, seperti royalti dan uang.23

Berbicara terkait HKI, tentu tidak bisa 

GLOHSDVNDQ� EHJLWX� VDMD� GHQJDQ� NUHDWLYLWDV��

kreativitas merupakan aktivitas kognitif atau 

proses berpikir untuk menghasilkan gagasan-

gagasan yang baru dan berguna atau new 

ideas and useful.24 Maknanya bahwa seorang 

inventor, pencipta, atau pendesain untuk 

menghasilkan sebuah karya maka diperlukan 

sebuah proses berpikir, menemukan atau 

menciptakan sesuatu yang orisinal atau baru, 

dan memiliki nilai guna.

Esensi utama perlindungan HKI 

pada dasarnya adalah kreativitas dan 

penghargaan (dapat menghargai karya 

orang lain). Sementara sistem perlindungan 

HKI sebagaimana diatur dalam instrumen 

hukum (peraturan perundang-undangan) 

hanyalah sistem yang berkembang yang 

dilandasi oleh hal tersebut namun kemudian 

dikaitkan dengan sistem ekonomi dan 

perdagangan internasional.25 Budi Agus 

Riswandi mempertegas bahwa HKI dapat 

dilindungi maka harus kreatif dan inovatif.26 

Kreatif dan inovatif merupakan alat pemacu 

dan motivasi bagi para pelaku usaha untuk 

mengembangkan produk dalam dunia usaha 

dengan berbasis HKI agar lebih bermutu 

sehingga dapat bersaing dengan produk luar 

negeri.27

Konteks kreatif dan inovatif tentu harus 

PHPHQXKL�NULWHULD�GL�PDVLQJ�MHQLV�+.,��WLGDN�

terkecuali dengan merek sebagai salah satu 

MHQLV�+.,��0HVNLSXQ�VHMDN�DZDO�PHUHN�OHELK�

dikenal sebagai alat untuk perlindungan bisnis 

dari pada kreativitas kekayaan intelektual, 

namun lambat laut dinamika tersebut mulai 

bergeser bahwa tanda yang melekat pada 

merek membutuhkan sebuah kreativitas agar 

memiliki daya pembeda dengan tanda lain.

Salah satu yang menarik adalah dalam 

NDMLDQ�KXNXP�PHUHN�LQL�DGDODK�SHUVLQJJXQJDQ�

GHQJDQ�+.,�MHQLV�ODLQQ\D��\DNQL�+DN�&LSWD��

Menariknya dalam hal ini adalah apabila 

sebuah merek tersebut yang tandanya berupa 

logo dengan kombinasi kata atau huruf. 

Apabila dicermati logo merupakan salah 

VDWX� MHQLV� JDPEDU� \DQJ� GLOLQGXQJL� GDODP�

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

&LSWD� �VHODQMXWQ\D� GLVHEXW� 88� +DN� &LSWD��

sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat 

���� KXUXI� I� EHVHUWD� SHQMHODVDQQ\D�� +XNXP�

+DN�&LSWD�VHQGLUL�MXJD�WHUGDSDW�VXDWX�GRNWULQ�

mengenai standar perlindungan hak cipta 

(standard of copyright’s ability) sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Kintner dan Lahr 

yang dikutip oleh Rahmi Jened. Doktrin 

tersebut 3 syarat yang harus dipenuhi 

oleh pencipta sebagai berikut: origanility 

(keaslian), creativity (kreativitas), dan 

¿[DWLRQ��SHUZXMXGDQ��28 Ketiga syarat tersebut 

23  Yulia, Widiastuti Hayuningrum, et al., ³3HUOLQGXQJDQ�+DN�(NRQRPL�7HUKDGDS�3HQJJXQDDQ�0HUHN�'DODP�3HUMDQMLDQ�:DUDODED´��Jurnal Law 

Reform, Vol. 11 No. 2, Tahun 2015, hlm. 256.
24  Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, PT. Srikandi, Surabaya.
25  Krisnani Setyowati, et al., Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB, Bogor, hlm. 73.
26  Budi Agus Riswandi, “Problematika Ekonomi Kreatif dari Perspektif Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual”, http://pusathki.uii.ac.id/

PRGXOH�XSORDGV���������+.,�GDQ�(NRQRPL�.UHDWLI�SGI��diakses 7 Mei 2020. 
27  Sigit Nugroho, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean”, Supremasi Hukum: 

Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 24 No. 2, Agustus 2015, hlm. 170.
28  RahmiJened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.
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berlaku secara kumulatif agar ciptaan tersebut 

mendapatkan perlindungan hak cipta. Salah 

satu syarat dari teori standar perlindungan 

hak cipta adalah menuntut agar si pencipta 

memiliki kreativitas berdasarkan pribadinya 

atau sesuai dengan karakteristik pribadinya. 

$UWLQ\D� MLND� NUHDWLYLWDV� WHUVHEXW� GLEDWDVL�

PDND�KDO�WHUVHEXW�PHQMDGL�NRQWUDGLNVL�GHQJDQ�

salah satu syarat dalam teori hukum menngai 

standar perlindungan hak cipta. Sama halnya 

dengan membuat suatu tanda berupa logo 

yang akan digunakan sebagai merek, apabila 

MXJD� GLEDWDVL� SXOD� NUHDWLYLWDVQ\D�PDND� ORJR�

sebagai tanda dengan ciri khas terdapat daya 

pembeda maka hal tersebut akan sulit untuk 

memenuhi suatu persyaratan dalam UU 

Merek, yakni harus terdapat daya pembeda.

%DWDVDQ� GHQJDQ� NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia dalam merek 

sebagaimana diatur dalam UU Bendera dan 

Bahasa serta Perpres Penggunaan Bahasa 

Indonesia menurut pandangan penulis tentu 

akan membatasi kreativitas, sehingga tanda 

yang akan sangat mungkin tidak memiliki 

daya pembeda. Mengapa demikian, karena 

NUHDWLYLWDV�MXJD�GLSHQJDUXKL�EHEHUDSD�IDNWRU�

diantaranya adalah lingkungan sosial yang 

dalam hal ini dapat diartikan ada atau tidak 

adanya tekanan-tekanan dari lingkungan 

sosial seperti pengawasan, penilaian maupun 

pembatasan-pembatasan dari pihak luar. 

Pembatasan dari pihak luar sebagaimana 

telah diatur dalam UU Bendera dan Bahasa 

dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia 

menurut hemat penulis bentuk dari lingkungan 

sosial yang mempengaruhi kreativitas. 

Faktor yang mempengaruhi krativitas yang 

diungkapkan oleh Hurlock yang dikutip oleh 

)DWPDZL\DWL�� \DNQL� VHEDJDL� EHULNXW�� MHQLV�

kelamin, kondisi sosial ekonomi, lingkungan 

WHPSDW� GLPDQD� WLQJJDO� DWDX� EHNHUMD�� GDQ�

intelegensi.29

Di sisi lain pula pengaturan mengenai 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

SDGD�PHUHN�VHEDJDLPDQD�KDO�WHUVHEXW�PHQMDGL�

aturan yang sifatnya membatasi kreativitas 

VHVHRUDQJ��+DO�LQL�WHQWX�PHQMDGL�NRQWUDGLNWLI�

dan tidak sesuai dengan semangat dalam UU 

No. 24 Tahum 2019 tentang Ekonomi Kreatif 

�VHODQMXWQ\D� GLVHEXW� 88� (NRQRPL� .UHDWLI���

0HUXMXN�SDGD�NHWHQWXDQ�3DVDO���DQJND���88�

Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa:

 “(NRQRPL�.UHDWLI�DGDODK�SHUZXMXGDQ�

nilai tambah dari kekayaan intelektual 

yang bersumber dari kreativitas 

manusia yang berbasis budaya, ilmu 

pengetahuan, dan/atau teknologi.”

Dari formulasi tersebut dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa pembangunan 

ekonomi di Negara Indonesia saat ini mulai 

dikembangkan dengan gagasan ekomomi 

kreatif berbasis kekayaan intelektual, tentunya 

GDODP� KDO�PHQXQMDQJ� GDQ�PHQJHPEDQJNDQ�

suatu gagasan tersebut dibutuhkan kreativitas 

PDQXVLD� \DQJ� GLWXQMDQJ� GHQJDQ� EXGD\D��

ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi agar 

harapannya gagasan tersebut dapat dicapai 

secara maksimal. Adapun UU Ekonomi 

.UHDWLI� PHPLOLNL� WXMXDQ� \DQJ� PXOLD� EDJL�

NHVHMDKWHUDDQ� QHJDUD� PDXSXQ� UDN\DW�

Indonesia, hal ini diatur dalam ketentuan 

Pasal 4 UU A Quo sebagai berikut:

a. mendorong seluruh aspek eko-

nomi kreatif sesuai dengan 

perkembangan kebudayaan, 

teknologi, kreativitas, inovasi 

masya rakat Indonesia, dan 

perubahan lingkungan pereko-

no mian global;

E�� PHQ\HMDKWHUDNDQ�UDN\DW�LQGRQH�

sia dan meningkatkan penda-

patan negara;

c. menciptakan ekosistem ekono-

mi kreatif yang berdaya saing 

29  Jati Fatmawiyati, Tidak Diketahui Tahun Penulisan, Telaah Kreativitas, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 11-12.
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global;

d. menciptakan kesempatan ker-

MD� EDUX� \DQJ� EHUSLKDN� SDGD�

nilai seni dan budaya bangsa 

indo nesia serta sumber daya 

ekonomi lokal;

e. mengoptimalkan potensi pelaku 

ekonomi kreatif;

f. melindungi hasil kreativitas 

pelaku ekonomi kratif;

g. mengurusutamakan ekonomi 

kreatif dalam rencana pem-

bangunan nasional.

Secara tersurat dalam Pasal 4 UU 

Ekonomi Kreatif menekankan bahwa 

perlunya didorong kreativitas masyarakat 

Indonesia agar melalukan inovasi dengan 

berbasis kekayaan intelektual dengan 

menghasilkan produk yang kiranya dapat 

berdaya saing lokal maupun global dan 

GLOLQGXQJLQ\D� KDVLO� NUHDWL¿WDV� \DQJ� GLEXDW�

oleh pelaku ekonomi kreatif. Ketentuan 

PHQJHQDL� NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD�

Indonesia pada merek sebagaimana dalam UU 

Bendera dan Bahasa yang merupakan aturan 

yang sifatnya membatasi kreativitas manusia, 

menurut hemat penulis dapat disimpangi 

dengan asas Lex Specialis Derogate Legi 

Generalis (aturan hukum yang khusus 

mengesamping aturan hukum yang umum). 

Artinya ketentuan dalam UU Ekonomi Kreatif 

dapat mengesampingkan ketentuan dalam 

UU Bendera Bahasa, karena secara khusus 

dalam materi muatan dalam UU Ekonomi 

.UHDWLI� GDLWXU� PHQJHQDL� GLMDPLQQ\D� GDQ�

dilindunginya hasil kreativitas yang dibuat 

oleh pelaku ekonomi kreatif yang mana tentu 

berupa kekayaan intelektual, salah satunya 

merek sedangkan dengan adanya pengaturan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD� GL�

sisi lain dapat menghambat dan menhalangi 

pelaku ekonomi kreatif dalam membuat 

merek yang kreatif, inovatif, serta memiliki 

daya pembeda dan karaktistik tersendiri 

DJDU�GDSDW�PHPEHGDNDQ�PHUHN�GHQJDQ�MHQLV�

lainnya yang sama.

d. Implementasi

UU Bendera dan Bahasa telah secara 

resmi diberlakukan 11 tahun yang lalu, artinya 

kurun waktu tersebut semestinya ketentuan 

NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

pada merek sudah diimplementasikan. 

Sementara Perpres Penggunaan Bahasa 

,QGRQHVLD� WHUVHEXW� WLGDN� MDXK� EHGD�� KDQ\D�

PHP�EHULNDQ� SHQHJDVDQ� SDGD� EHEHUDSD� VDMD��

Bagaimana dengan implementasinya, imple-

mentasi dalam konteks ini penulis meng-

analisis dengan melihat beberapa merek 

yang telah terdaftar setelah diundangkannya 

UU Bendera dan Bahasa. Merek yang telah 

terdaftar telah melalui proses administrasi 

sebagaimana diatur dalam UU Merek 2016 

baik pemeriksaan administratif maupun 

substantif. Faktanya di banyak merek 

yang menggunakan istilah asing “Blue 

Bird”, “Good Day”, “JCO”, “$48$” dan 

sebagainya.

e. Penegakan Hukum

Karakteristik norma hukum yang 

membedakan dengan norma lain adalah 

adanya sanksi. Ketentuan dalam UU Bendera 

dan Bahasa maupun Perpres Penggunaan 

Bahasa Indonesia penulis tidak ditemukan 

ketentuan yang mengatur terkait penegakan 

hukum apabila merek yang digunakan tidak 

menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa ini 

penting, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa 

karakteristik norma hukum adalah memiliki 

VDQNVL�\DQJ�WHJDV��-LND�NHWHQWXDQ�NHZDMLEDQ�

penggunaan bahasa Indonesia telah diatur 

kemudian tidak ada mekanisme penegakan 

KXNXPQ\D��SDGD�DNKLUQ\D�NHZDMLEDQ�WHUVHEXW�

akan sulit diimplementasikan, karena para 

SHPRKRQ� SXQ� MXJD� WLGDN� SHGXOL� NHWHQWXDQ�

NHZDMLEDQ� WHUVHEXW� NDUHQD� WLGDN� DGD�

VDQNVLQ\D�� $NKLUQ\D� NHWHQWXDQ� NHZDMLEDQ�

tersebut tidak dapat optimal dipatuhi dan 

ditegakkan oleh aparat penegak hukum.
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D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan 

PHQJHQDL�SHQJDWXUDQ�NHZDMLEDQ�SHQJJXQDDQ�EDKDVD�

Indonesia pada merek dagang dapat disimpulkan 

EDKZD� NHZDMLEDQ� SHQJJXQDDQ� EDKDVD� ,QGRQHVLD�

VHEDJDLPDQD� WHODK�GLZDMLENDQ�GDODP�88�%HQGHUD�

dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa 

Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan 

dengan beberapa alasan. Pertama, bahwa ketentuan 

tersebut belum beberapa ketentuan dalam UU 

0HUHN������\DQJ�VXGDK�PHQJNODVL¿NDVLNDQ�PHUHN�

GDJDQJ� GDQ� MDVD�� VHKLQJJD� MLND� NHWHQWXDQ� WHUVHEXW�

hanya untuk merek dagang tentu tidak sesua dengan 

dalam UU Merek 2016. Kedua, aspek kekhususan 

pengaturan, ketentuan yang diatur dalam UU Merek 

2016 lebih khusus mengatur terkati perlindungan 

merek daripada UU Bendera dan Bahasa. Ketiga, 

berkaitan dengan implementasi dan penegakan 

hukumnya yang menurut pandangan penulis baik 

dari penerapan dan formulasi normanya belum 

PHQGXNXQJ�NHZDMLEDQ�WHUVHEXW�
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